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BAB 6  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

a. Berdasarkan hasil analisis dengan metode pemetaan proses didapatkan 

peta proses bisnis untuk Gatsby Deodorant Perfume Spray 50ml dengan 

mempertimbangkan handoff pada proses 4.0 design approval, proses 5.0 

final artwork; delay pada proses 1.0 strategic market planning dan proses 

4.0 design approval; serta cycle times pada proses 3.0 design stage 2 

seperti yang tercantum pada Gambar 5.26 – 5.28. 

b.  Perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT.Mandom Indonesia Tbk dengan 

mengubah kebijakan pengesahan dokumen pada proses strategic market 

planning dan proses design approval berdasarkan deadline yang paling 

mendesak, mengurangi handoff pada proses design approval dan 

mengalihkan penugasan pembuatan desain utama kepada unit head 

designer. Sehingga dapat mencapai lead time singkat 17 minggu, karena 

perbaikan proses tersebut dapat menghasilkan lead time 16 minggu 3 hari. 

6.2. Saran 

Dalam penelitian ini kendala yang dihadapi yaitu objek dari produk Gatsby 

Deodorant Perfume Spray 50ml memiliki banyak varian, sehingga diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dalam melakukan pemetaan proses bisnis dengan objek 

yang memiliki banyak varian, perlu diberikan highlight pada objek kajian agar dapat 

terlihat perbedaannya dari varian-varian yang ada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

 



 

 

99 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aytulun, S., & Guneri, A. (2008). Business process modelling with stochastic 

networks. International Journal of Production Research, 46(10), 2743-2764. 

Best, K. (2015). Design management: managing design strategy, process and 

implementation. Switzerland: AVA Publishing. 

Brenner, M., & Coners, A. (2010). Process Capital as Strategic Success Factor: 

The Lufthansa Example. Handbook on Business Process Management 2, 57-

72.  

Davenport, T.H., Process Innovation: Reengineering Work Through Information 

Technology,1993 (Harvard Business School Press: Boston, MA). 

Earl, M., The new and the old of business process redesign. J Strat. Inform Sys., 

1994, 3(1), 5–22. 

Ferrie, J., Business Processes – A Natural Approach, 1995 ( ESRC Business 

Resource Centre:  University of Warwick). 

Fleacă, E., & Fleacă, B. (2016). The Business Process Management Map – an 

Effective Means for Managing the Enterprise Value Chain. Procedia 

Technology, 22, 954-960.  

Hammer, M. and Champy, J., Re-engineering the Corporation: A Manifesto for 

Business Revolution, 1993 (Harper Collins: New York, NY). 

Jacka, J. M., & Keller, P. J. (2009). Business Process Mapping: Improving 

Customer Satisfaction, 2nd Edition. John Wiley & Sons. 

Jedlicka, W. (2009). Packaging sustainability: tools, systems, and strategies for 

innovative package design. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Klimchuk, M. R., & Krasovec, S. A. (2006). Desain kemasan: perencanaan merek 

produk yang berhasil mulai dari konsep sampai penjualan. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

Klotz, L., Horman, M., Bi, H. H., & Bechtel, J. (2008). The impact of process 

mapping on transparency. International Journal of Productivity and 

Performance Management,57(8), 623-636. 

Laguna, M., & Marklund, J. (2005). Business process modeling, simulation, and 

design. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. 



 

 

100 

 

Melao, N. and Pidd, M., A conceptual framework for understanding business 

processes and business process modelling. Inform. Sys. J, 2000, 10, 105–

129. 

Okrent, M. D., & Vokurka, R. J. (2004). Process mapping in successful ERP 

implementations. Industrial Management & Data Systems, 104(8), 637-643. 

Omrani, D., Bussiness process re-engineering: a business revolution? Manag. 

Serv., 1992, 36,12–16. 

Pall, G.A., Quality Process Management, 1987 (Prentice-Hall: Englewood Cliffs, 

NJ). 

Pluto, D. M., & Hirshorn, B. A. (2003). Process Mapping as a Tool for Home Health 

Network Analysis. Home Health Care Services Quarterly,22(2), 1-16. 

PT.Mandom Indonesia Tbk. (2014). The Company in Brief. Diakses  2 Juni 2016, 

dari www.mandom.co.id/id/company-in-brief. 

PT.Mandom Indonesia Tbk. (2014). History of Mandom. Diakses  2 Juni 2016, dari 

www.mandom.co.id/id/mandom-history. 

PT.Mandom Indonesia Tbk. (2014). Product Categories. Diakses  2 Juni 2016, dari 

www.mandom.co.id/id/products. 

PT.Mandom Indonesia Tbk. (2012). Annual Report PT.Mandom Indonesia Tbk-

2012: Towards Asia Global Company Based in Indonesia. Diakses  12 Mei 

2016,dari.http://www.mandom.co.id/media/nae/578debad0b936a1032ace8fbd

e4cb760.pdf. 

PT.Mandom Indonesia Tbk. (2013). Annual Report PT.Mandom Indonesia Tbk-

2013: Towards Asia Global Company Based in Indonesia. Diakses  12 Mei 

2016,dari.http://www.mandom.co.id/media/nae/d1efd0446b4364b92e9761a60

7ff405a.pdf. 

PT.Mandom Indonesia Tbk. (2015). Annual Report PT.Mandom Indonesia Tbk-

2015: Become The Real Global Company. Diakses 12 Mei 2016, dari 

http://www.mandom.co.id/media/nae/1b1d162ecd6c433c19a2e5fd11b986be.

pdf. 

Sandhu, M. A., & Gunasekaran, A. (2004). Business process development in 

project‐based industry. Business Process Management Journal,10(6), 673-

690.  

http://www.mandom.co.id/id/company-in-brief
http://www.mandom.co.id/id/company-in-brief
http://www.mandom.co.id/id/products


 

 

101 

 

Sampurno,H. (2003). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745. Diakses  12 September 2016, 

dari.http://jdih.pom.go.id/produk/keputusan%20kepala%20BPOM/keputusan%

20ka%20bpom%201745%20ttg%20kosmetik_3.pdf. 

Windisch, J., Röser, D., Mola-Yudego, B., Sikanen, L., & Asikainen, A. (2013). 

Business process mapping and discrete-event simulation of two forest 

biomass supply chains. Biomass and Bioenergy,56, 370-381. 



 

 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.00.05.4.1745

TENTANG

KOSMETIK

Menimbang : a.  bahwa penggunaan kosmetik pada saat ini sudah merupakan suatu   
kebutuhan   bagi masyarakat; 

b. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat 
merugikan kesehatan maka perlu dicegah produksi dan beredarnya 
kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan 
kemanfaatan; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 
Kosmetik 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan   
(Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495) 

 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3821); 

 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Kewenangan dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 46 Tahun 2002; 

 4.  Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi 
dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 
Tahun 2002;  

 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
02001/SK/KBPOM/ tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG KOSMETIK 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 
luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau 
gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 
penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh 
pada kondisi baik 

2. Kosmetik lisensi adalah kosmetik yang diproduksi di wilayah Indonesia atas dasar 
penunjukan atau persetujuan tertulis dari pabrik induk di negara asalnya. 

3. Kosmetik kontrak adalah kosmetik yang produksinya dilimpahkan kepada produsen lain 
berdasarkan kontrak. 

4. Kosmetik impor adalah kosmetik produksi pabrik kosmetik luar negeri yang dimasukkan 
dan diedarkan di wilayah Indonesia.  

5. Bahan kosmetik adalah bahan yang berasal dari alam atau sintetik yang digunakan 
untuk memproduksi kosmetik. 

6. Wadah adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi. 

7. Pembungkus adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan isi. 

8. Penandaan adalah keterangan yang cukup mengenai manfaat, keamanan dan cara 
penggunaan serta informasi lain yang dicantumkan pada etiket dan atau brosur atau 
bentuk lain yang disertakan pada kosmetik. 

9. Etiket adalah keterangan berupa tulisan dengan atau tanpa gambar yang dilekatkan, 
dicetak, diukir, dicantumkan dengan cara apapun pada wadah atau dan pembungkus. 

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 

11. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk 
Komplemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

12. Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melakukan 
Pemeriksaan. 
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BAB II 
PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN 

Bagian Pertama 
Persyaratan 

Pasal 2 

Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  
a. menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan 

lain yang ditetapkan; 
b. diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik; 
c. terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Bagian Kedua 
Penggolongan 

Pasal 3 

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik 
dibagi 2 (dua) golongan : 

1. Kosmetik golongan I adalah : 
a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi; 
b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya; 
c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan; 
d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum 

diketahui keamanan dan kemanfaatannya. 

2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I 

BAB III 
BAHAN KOSMETIK 

Pasal 4 

Bahan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) harus memenuhi 
persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. 
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Pasal 5 

Bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan : 

a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan 
penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I; 

b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 2; 

c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan 
penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai 
dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. 

d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar 
maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran 4. 

Pasal 6 

Bahan, zat warna, zat pengawet dan bahan tabir surya yang dilarang digunakan dalam 
kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 5. 

Pasal 7 

Bahan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 diatur lebih lanjut 
oleh Kepala Badan. 

BAB IV 
PRODUKSI 

Pasal 8 

(1) Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. 
(2) Industri yang memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik diberikan 

Sertifikat oleh Kepala Badan. 

Pasal 9 

(1) Penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dilaksanakan secara bertahap 
dengan memperhatikan kemampuan industri kosmetik. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik 
ditetapkan oleh Kepala Badan. 
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BAB V 
IZIN EDAR 

Bagian Pertama 
Persyaratan 

Pasal 10 

(1) Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari 
Kepala Badan. 

(2) Yang berhak untuk mendaftarkan adalah : 
a. produsen kosmetik yang mendapat izin usaha Industri; 
b. perusahaan yang bertanggungjawab atas pemasaran; 
c. badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal. 

Bagian Kedua 
Tata Cara 

Pasal 11 

(1) Permohonan izin edar diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan mengisi 
formulir dan disket pendaftaran dengan sistem registrasi elektronik yang telah 
ditetapkan, untuk dilakukan penilaian. 

(2) Penilaian kosmetik golongan I dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : 
a. Proses pra penilaian merupakan tahap pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan 

dokumen; 
b. Proses penilaian merupakan proses evaluasi terhadap dokumen dan data 

pendukung. 
(3) Penilaian kosmetik golongan II hanya dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan 

dokumen 
(4) Kerahasiaan keterangan dan atau data dalam permohonan izin edar dijamin oleh 

Kepala Badan. 

Bagian Ketiga 
Penilaian 

Pasal 12 

(1) Penilaian permohonan izin edar dilaksanakan melalui penilaian keterangan dan atau 
data yang berkenaan dengan mutu, keamanan dan kemanfaatan. 
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(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penilai dan atau 
Komite Nasional Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian izin 
edar, penambahan data atau penolakan. 

(4) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun. 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan dan penilaian izin edar ditetapkan oleh 
Deputi. 

Bagian Keempat 
Biaya 

Pasal 14 

Setiap permohonan izin edar dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

Bagian Kelima 
Penilaian Kembali 

Pasal 15 

(1) Kosmetik yang telah memperoleh izin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh 
Kepala Badan. 

(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila ada 
data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan dan 
kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. 

Bagian Keenam 
Pembatalan 

Pasal 16 

Izin edar kosmetik dibatalkan apabila : 
a. kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan 

yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil 
penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau 

b. produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau 

c. terkena sanksi sebagaimana dimaksud pasal 38. 
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BAB VI 
WADAH DAN PENANDAAN 

Bagian Pertama 
Wadah 

Pasal 17 

(1) Wadah kosmetik harus dapat : 
a. melindungi isi terhadap pengaruh dari luar. 
b. Menjamin mutu, keutuhan dan keaslian isinya 

(2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan mempertimbangkan 
keamanan pemakai dan dibuat dari bahan yang tidak mengeluarkan atau menghasilkan 
bahan berbahaya atau suatu bahan yang dapat mengganggu kesehatan, dan tidak 
mempengaruhi mutu. 

(3) Tutup wadah harus memenuhi persyaratan ayat (1) dan (2) 

Pasal 18 

(1) Untuk melindungi wadah selama di peredaran, wadah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal (17) dapat diberi pembungkus 

(2) Pembungkus harus terbuat dari bahan yang dapat melindungi wadah selama di 
peredaran. 

Bagian Kedua 
Penandaan 

Pasal 19 

Wadah dan pembungkus harus diberikan penandaan yang berisi informasi yang lengkap, 
objektif dan tidak menyesatkan.  

Pasal 20 

(1) Penandaan harus berisi informasi yang sesuai dengan data pendaftaran yang telah 
disetujui. 

(2) Penandaan selain dari penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih 
dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Badan. 
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Pasal 21 

Penandaan kosmetik tidak boleh berisi informasi seolah-olah sebagai obat. 

Pasal 22 

(1) Penulisan pernyataan atau keterangan dalam penandaan harus jelas dan mudah dibaca 
menggunakan huruf latin dan angka arab. 

(2) Penandaan yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai keterangan mengenai 
kegunaan, cara penggunaan dan keterangan lain dalam Bahasa Indonesia 

. 
Pasal 23 

(1) Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi/ keterangan 
mengenai : 
a. nama produk; 
b. nama dan alamat produsen atau importir / penyalur; 
c. ukuran, isi atau berat bersih; 
d. komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik indonesia atau 

nomenklatur lainnya yang berlaku; 
e. nomor izin edar; 
f. nomor batch /kode produksi; 
g. kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas 

penggunaannya; 
h. bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan; 
i. penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. 

(2) Apabila seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan 
untuk dicantumkan pada etiket wadah, maka dapat menggunakan etiket gantung atau 
pita yang dilekatkan pada wadah atau brosur. 

Pasal 24 

Nama Produk dapat berupa nama umum atau nama dagang. 

Pasal 25 

(1) Nama produsen atau importir/penyalur harus dicantumkan secara lengkap 

(2) Bagi kosmetik impor, selain nama importir harus dicantumkan pula nama produsen. 
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(3) Bagi kosmetik lisensi, disamping nama produsen yang memproduksi, harus   
dicantumkan pula nama pemberi lisensi. 

(4) Bagi kosmetik kontrak, disamping nama produsen yang memproduksi, harus 
dicantumkan pula nama pemberi kontrak. 

Pasal 26 

Alamat produsen atau importir harus sekurang-kurangnya mencantumkan nama kota adan 
atau negara. 

Pasal 27 

(1) Ukuran, isi atau berat bersih dapat dicantumkan dengan istilah �netto� 
(2) Pernyataan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan secara 

seksama ukuran atau isi atau berat bersih dalam wadah 
(3) Pernyataan netto pada kosmetik yang berbentuk aerosol adalah isi termasuk propelan. 
(4) Pernyataan netto harus dinyatakan dalam satuan metrik, atau satuan metrik dan satuan 

lainnya. 

Pasal 28 

Penulisan nama bahan kosmetik dalam komposisi harus mengacu pada Kodeks Kosmetika                  
Indonesia atau standar lain yang diakui. 

Pasal 29 

(1) Penandaan lain pada etiket harus dicantumkan sesuai persyaratan penandaan bahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(2) Pada sediaan yang berbentuk aerosol harus dicantumkan peringatan sebagai berikut : 
a. Perhatian! Jangan sampai kena mata dan jangan dihirup; 
b. Awas! Isi bertekanan tinggi, dapat meledak pada suhu diatas 50°C. jangan ditusuk, 

jangan disimpan ditempat panas, di dekat api, atau dibuang ditempat pembakaran 
sampah. 

BAB VII 
PERIKLANAN 

Pasal 30 

Kosmetik hanya dapat diiklankan setelah mendapat izin edar. 
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Pasal 31 

(1) Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus berisi : 

(a)  informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. 

(b)  informasi sesuai data pendaftaran yang telah disetujui 

(2) Kosmetik tidak boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat 

(3) Ketentuan tentang periklanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan 

BAB VIII 
PEMBERIAN BIMBINGAN 

Pasal 32 

Pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan kegiatan produksi, impor, peredaran dan 
penggunaan kosmetik dilakukan oleh Kepala Badan. 

Pasal 33 

Dalam melakukan pemberian bimbingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala 
Badan dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi terkait 

Pasal 34 

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diarahkan untuk : 
a. menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar; 
b. meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik; 
c. mengembangkan usaha di bidang kosmetik. 

BAB IX 
PENGAWASAN 

Pasal 35 

(1) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan, mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-
kurangnya standardisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, 
penyidikan. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan 
produksi, impor, peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik. 



 

 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

(3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan 
dapat mengangkat Pemeriksa 

Pasal 36 

Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), berwenang untuk : 
a. memasuki setiap tempat yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan 

produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik 
untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan 
dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan 
penyerahan kosmetik; 

b. melakukan pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat 
keterangan mengenai kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan 
dan penyerahan kosmetik termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; 

c. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain. 

Pasal 37 

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh 
pemeriksa mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila pemeriksa yang 
bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas pemeriksaan. 

Pasal 38 

Apabila hasil pemeriksaan oleh pemeriksa menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga 
adanya tindak pidana di bidang kosmetik segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 

BAB X 
SANKSI 

Pasal 39 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi 
administratif berupa : 
a. peringatan tertulis; 
b. penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan; 
c. pemusnahan kosmetik; 
d. penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, 

pengangkutan dan penyerahan kosmetik; 
e. pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 

(2) dan atau pasal 10 ayat (1) 
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(2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula 
dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 40 

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kosmetik yang ada pada saat 
ditetapkannya keputusan ini dan atau belum diganti masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan keputusan ini. 

(2) Kosmetik yang telah memiliki izin edar dan diproduksi sebelum keputusan ini ditetapkan 
wajib melakukan penyesuaian terhadap keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) 
tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

PASAL 41 

(1) Hal-hal yang bersifat teknis, yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur 
lebih lanjut oleh Deputi. 

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, menempatkan keputusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di  :    JAKARTA 
Pada tanggal :    5 Mei 2003 
------------------------------------------- 

   Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Kepala, 

H. SAMPURNO
NIP. 140087747


